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HUKUM ADAT
 Oleh :PUJI WULANDARI, M.Kn

Page 2
						

HUKUM KEKERABATAN
 Hukum adat kekerabatan adalah hukumadat yang mengatur bagaimanakedudukan pribadi seseorang sebagaianggota kerabat, kedudukan anakterhadap orangtua dan sebaliknya.

Page 3
						

HUKUM ADAT KEKERABATAN
 Mengatur tentang pertalian sanak,berdasarkan pertalian darah(sekuturanan), pertalian perkawinan danpertalian adat.

Page 4
						

STRUKTUR MASYARAKAT
 Ada 3 macam:1. Menganut sistem Parental2. Menganut sistem Matrilineal3. Menganut sistem Patrilineal.

Page 5
						

SISTEM PARENTAL
 Anak menghubungkan diri dengan keduaorangtuanya (kerabat ayah-ibu secarabilateral), misalkan masyarakatjawa, kalimantan

Page 6
						

SISTEM MATRILINEAL
 Anak menghubungkan diri dengan ibu(kerabat ibu-garis keturunan perempuan-secara unilateral), misalkan masyarakatMinangkabau.

Page 7
						

SISTEM PATRILINEAL
 Anak menghubungkan diri dengan ayah(kerabat ayah-garis keturunan laki-lakisecara unilateral), misalnya masyarakatBali, Batak.
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PERTALIAN DARAH
 KEDUDUKAN ANAKMenurut UU No 1 tahun 1974 tentang
 kedudukan anak, hak dan kewajiban anakterhadap orangtua dikatakan dalam pasal 42-43,anak yang sah adalah anak dilahirkan dalamatau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anakyang dilahirkan diluar perkawinan hanyamempunyai hubungan perdata dengan ibunyadan keluarga ibunya.

Page 9
						

Menurut hukum adat anak kandung yangsah adalah anak yang dilahirkan dariperkawinan ayah dan ibunya yang sah,walaupun mungkin terjadinya perkawinanitu setelah ibunya hamil lebih dulusebelum perkawinan.

Page 10
						

Menurut hukum adat dimana susunankekerabatan yang patrilinial dan ataumatrilinial yang masih kuat, yang disebutorangtua bukan saja dalam garis luruskeatas tetapi juga dalam garis kesamping,seperti para paman, saudara ayah yanglelaki (batak, lampung) dan para paman,saudara ibu yang lelaki (minangkabau)terus keatas seperti kakek, buyut,canggah dan poyang.

Page 11
						

Kedudukan Orangtua
 Menurut UU no. 1 tahun 1974 pasal 45 (1-2) dikatakan bahwa kedua orangtua wajibmemelihara dan mendidik anak-anakmereka sebaik-baiknya sampai anak itukawin atau dapat berdiri sendiri, kewajibanmana berlaku terus meskipun perkawinanantara kedua orang tua putus.
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Hal ini sejalan dengan masyarakat parentalyang merupakan kewajiban ayah dan ibu, danatau kakek neneknya
 Dalam masyarakat patrilinial kewajibanmemelihara dan mendidik anak dibebankantanggungjawabnya kepada kerabat ayah
 Dalam masyarakat matrilinial kewajiban itudibebankan tanggungjawabnya kepada pihakwanita.
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Di dalam persekutuan adat kekerabatantanggung jawab kehidupan keluarga/rumahtangga merupakan tanggung jawabbersama, segala sesuatu diselesaikan denganmusyawarah mufakat kerabat.
 Membawa masalah kekerabatan sampaikemuka pengadilan kebanyakan masihdianggap tabu, walaupun pada masyarakatdikota-kota sudah ada satu dua kasus yangterjadi sampai pengadilan
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Anak dan Kerabat
 Hubungan hukum antara anak dankerabat dan sebaliknya kerabat terhadapkemenakan, tidak diatur didalam UU no 1tahun 1974Jadi hak dan kewajiban anak terhadap
 kerabat dan sebaliknya, masih tetapberlaku menurut hukum adat dalamlingkungan masyarakat adat masing-masing.
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Dilingkungan masyarakat adat patrilinial anakbukan saja wajib hormat kepada ayah dan ibu,tetapi juga terutama hormat pada para pamansaudara lelaki dari ayah.
 Di antara semua paman atau saudara tersebutyang ikut bertanggungjawab penuhmemperhatikan, pengurusan dan pemeliharaanuntuk kemenakan adalah kerabat lelaki saudaraayah, sedangkan yang lain bersifatnyamembantu
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Di lingkungan masyarakat matrilinial yangterutama wajib dihormati anak-kemenakanselain ayah dan ibunya adalah semuamamak saudara lelaki ibu, terutama yangberkedudukan mamak kepala waris.Penanggung jawab penuh atas
 kepengurusan, pemeliharaan danpendidikan kemenakan, tersebut terletakpada ibu dan mamak
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PERTALIAN PERKAWINAN
 Dalam perkawinan bebasApabila ikatan perkawinan suami dan isteri
 itu dalam bentuk perkawinan bebas yangkebanyakan berlaku dikalanganmasyarakat parental seperti banyakterlihat pada keluarga-keluarga jawa ataukeluarga-keluarga modern yang individual.
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Dalam perkawinan jujur
 Bentuk perkawinan dengan pemberian uang jujur daripihak kerabat mempelai pria kepada mempelai wanitayang kebanyakan dipertahankan oleh masyarakatkekerabatan adat patrilinial, untuk mempertahankangaris keturunan lelaki, maka setelah perkawinan isterimelepaskan kedudukan kewargaan adatnya darikekerabatan bapaknya masuk kedalam kesatuankerabat suaminya
 Dalam ikatan perkawinan jujur ini kewajiban memikultanggung jawab menegakkan rumah tangga adalahsuami, sedangkan istri hanya sebagai pendamping
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Dalam perkawinan semenda
 Bentuk perkawinan tanpa pembayaran uangjujur, yang kebanyakan dipertahankan olehmasyarakat kekerabatan matrilinial, untukmempertahankan garis keturunan wanita.
 Setelah perkawinan suami masuk kekerabatanisterinya atau hanya sebagai pemberi benihketurunan, yang tidak bertanggung jawab penuhdidalam rumah tangga. Dalam hal ini hak dankedudukan suami berada dibawah pengaruhisteri dan kerabatnya
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PERTALIAN ADAT
 Dalam pertalian sanak berdasarkan pertalianadat, maka yang terutama dibicarakan adalahtentang hubungan hukum antara anak angkat,termasuk juga anak tiri dan anak asuh.
 Terjadinya pengangkatan anak adalahdikarenakan tidak mempunyai keturunan(penerus keturunan), dalam hubunganperkawinan adat, baik budi atau belas kasihan.
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ANAK TIRI
 Anak tiri adalah anak kandung bawaanisteri janda atau bawaan suami duda yangmengikat tali perkawinan.Didalam perkawinan levirat (batak) dimana
 isteri kawin dengan saudara suamiAnak tiri tetap berkedudukan sebagai anak
 dari bapak biologisnya
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Begitu pula jika terjadi kawin duda yangtelah mempunyai anak, dengan saudaraisteri, yaitu kawin sororat
 Kedudukan hukum anak tetap sebagaianak dari ayah biologisnya.
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Dimasyarakat jawa yang parental pundemikian anak tiri adalah ahli waris dariorangtua yang melahirkannya. Kecualianak-anak tiri itu diangkat oleh bapak tirisebagai penerus keturunannya karena iatidak mempunyai anak.
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Di rejang bengkulu anak tiri dapat diangkat seorangsuami yang tidak mempunyai keturunan anak kandung,untuk menjadi waris penerus keturunannya, setelahayah kandung nya meninggal dunia
 Dengan diangkatnya anak tiri tersebut terjadilahhubungan hukum antara anak tiri dengan bapak tirinyasebagai mana anak kandung dengan bapak kandungnya
 Pengangkatan anak tiri menjadi anak angkat olehseorang bapak yang putus keturunannya dilampungharus dilaksanakan dengan upacara adat, terangdihadapan prowati atau pemuka adat.
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Anak Angkat
 Kedudukan anak angkat dapat dibedakan:
 1. Anak angkat sebagai penerus keturunan2. Anak angkat adat karena perkawinan
 atau untuk penghormatan
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Anak angkat sebagai penerus keturunan
 Di lampung anak orang lain yang diangkatmenjadi tegak tegi diambil dari anak yangmasih bertali kerabat dengan bapakangkatnya.Di bali anak angkat sebagai penerus
 keturunan dengan mengawinkan anakwanita kandung bapak angkatnya, anak itumenjadi sentana rejeg yang mempunyaihak yang sama dengan anak kandung.
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Anak angkat adat karena perkawinan
 Terjadi dikarenakan perkawinan campuranantara suku (adat) yang berbeda(batak;marsileban).
 Di batak jika suami yang diangkat itu orang luarmaka ia diangkat sebagai anak dari kerabat“namboru” (marga penerima dara) dan jika isteriyang diangkat itu orang luar maka ia diangkatsebagai anak tiri kerabat “hula-hula” (Tulang,marga pemberi darah)
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Anak angkat adat untuk penghormatan
 Pengangkatan anak atau saudara (lampung;adat mewari) tertentu sebagai tandapenghargaan, misalnya mengangkat seorangpejabat pemerintahan menjadi saudara angkat
 Pengangkatan anak karena penghormatan inijuga tidak berakibat menjadi waris dari ayahangkat si anak, kecuali diadakan tambahanperikatan ketika upacara adat dihadapan parapemuka adat dilaksanakan
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ANAK ASUH
 Anak asuh adalah anak orang lain yangdiasuh oleh suatu keluarga, sebagaimanaanak sendiri.Anak ini tetap mempunyai hubungan
 perdata dengan orang tua yangmelahirkan, dan tidak langsung menjadiwarga adat dari kerabat orangtua asuhnyakecuali kemudian diangkat menjadi anakangkat.
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HUKUM ADAT PERKAWINAN
 Hukum adat perkawinan adalah aturan-aturanhukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran,upacara perkawinan dan putusnya perkawinandi Indonesia
 Aturan-aturan hukum adat perkawinan diberbagai daerah di Indonesia berbeda-beda,dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat,agama dan kepercayaan masyarakat yangberbeda-beda.
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BENTUK-BENTUK PERKAWINAN
 Bentuk perkawinan pada masyarakat patrilineal Suatu masyarakat yang menarik garis kekeluargaan dari
 pihak ayah (patrilineal) mengenal bentuk perkawinaneksogami, misalnya perkawinan jujur.
 Masyarakat patrilineal memiliki ciri, yaitu;mempertahankan kelangsungan generasi keluarganya
 Oleh karena itu, dikenal beberapa larangan, yaitularangan kawin dengan keluarga dari klan (marga) yangsama atau larangan kawin timbal balik antara duakeluarga yang walaupun berbeda klan, tetapi telah ataupernah terjadi hubungan perkawinan diantara duakeluarga yang bersangkutan.
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Praktek di Bali (sistem patrilinial)
 Anak laki-laki yang menjadi anggotakerabat dalam suatu kerabat disebutsentanaSeorang anak perempuan (dalam hal tidak
 ada anak laki-laki), bisa diangkat menjadisentana, sehingga berkedudukan sebagaianak laki-laki disebut sentana rajeg
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Apabila sentana rajeg kawin, makaperkawinannya disebut kawin nyeburinatau kawin keceburin
 Suami cebur ke dalam kerabat isteri lalukeluar dari kerabatnya, demikian jugadengan anak-anaknya akan meneruskanketurunan ibunya (kakeknya):
 1. Isteri berstatus laki-laki2. Suami berstatus perempuan
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Suami kehilangan hak dan kewajiban darikerabatnyaBiasanya kawin nyeburin dilakukan
 keluarga yang hanya satu orangperempuan, agar kerabat isteri ada yangmeneruskan kekerabatannya
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Istilah lain yang digunakan untuk kawinnyeburin adalah perkawinan ambil anak
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Ciri khas kawin keluar adalah tidak membayaruang jujur, tetapi mengadakan upacaramapamit dipihak keluarga wanita yang dapatdiartikan sebagai pamitan dari wanita karenaakan keluar dari kerabatnya, ditinjau dari;
 1. Segi duniawi; keluar dari keluarga orangtuadan kerabat sehingga tidak mewaris darikeluarga orangtuanya
 2. Segi bathin atau gaib; pamit denganleluhurnya yang disembah/sesembahnya,kemudian menyembah leluhur suaminya
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Bentuk Perkawinan pada Masyarakat Matrilineal
 Masyarakat matrilineal mengenal pulabentuk perkawinan eksogami, denganbeberapa perbedaan dengan masyarakatpatrilineal.
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Bentuk Perkawinan pada Masyarakat Parental
 Dalam masyarakat parental, misalnyamasyarakat jawa, bentuk perkawinan yangdilaksanakan adalah kawin bebas, setiap orangboleh kawin dengan siapa saja sepanjang tidakdilarang oleh hukum adat setempat atau karenaalasan agama.
 Artinya syarat sahnya suatu perkawinan tidakditentukan oleh faktor-faktor yang berhubungandengan klan seseorang, baik diluar maupundidalam suatu klan tertentu.
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Perkawinan Jujur
 Perkawinan jujur atau jelasnya perkawinandengan pemberian (pembayaran) uang(barang) jujur.Pada umumnya berlaku dilingkungan
 masyarakat hukum adat yangmempertahankan garis keturunan bapak(lelaki)
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Pemberian uang/barang jujur dilakukanoleh pihak kerabat (marga,suku) calonsuami kepada pihak kerabat calon isteri,sebagai tanda pengganti pelepasanmempelai wanita keluar dari kewargaanadat persekutuan hukum bapaknya,pindah dan masuk kedalam persekutuanhukum suaminya.

Page 41
						

Setelah perkawinan, maka isteri berada dibawahkekuasaan kerabat suami, hidup matinyamenjadi tanggungjawab kerabat suami,berkedudukan hukum dan menetap diamdipihak kerabat suami.
 Begitu pula anak-anak dan keturunannyamelanjutkan keturunan suaminya dan hartakekayaan yang dibawa isteri kedalamperkawinan kesemuanya dikuasai oleh suami
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Pada umumnya dalam bentuk perkawinanjujur berlaku adat pantang cerai, jadisenang dan susah selama hidupnya isteriberada dibawah kekuasaan kerabatsuami.Jika suami wafat isteri harus melakukan
 perkawinan dengan saudara suami(levirat)
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Perbedaan mas kawin dengan pembayaran jujur
 Uang jujur adalah kewajiban adat ketikadilakukan pelamaran yang harus dipenuhioleh kerabat pria kepada kerabat wanitauntuk dibagikan pada tua-tua kerabat(marga/suku) pihak wanitaMas kawin adalah kewajiban agama ketika
 dilaksanakan akad nikah yang harusdipenuhi oleh mempelai pria untukmempelai wanita (pribadi)
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Uang jujur tidak boleh dihutang, sedangkan mas kawin boleh dihutang.
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Perkawinan Semenda
 Perkawinan semenda pada umumnya berlakudilingkungan masyarakat adat yangmatrilinial, dalam rangka mempertahankan garisketurunan pihak ibu (wanita), merupakankebalikan dari perkawinan jujur.
 Dalam perkawinan semenda calon mempelaipria dan kerabatnya tidak melakukan pemberianuang jujur kepada pihak wanita, tetapidiminangkabau berlaku adat pelamaran daripihak wanita kepada pihak pria.
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Setelah perkawinan terjadi, maka suamiberada dibawah kekuasaan kerabat isteridan kedudukan hukumnya bergantungpada bentuk perkawinan semenda yangberlaku, apakah perkawinan semendadlam bentuk semenda raja-raja,semenda lepas, semenda bebas,semenda nunggu, semenda ngangkit,semenda anak dagang.
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Semenda raja-raja, berarti suami isteriberkedudukan sama (seimbang) baik dipihakisteri maupun dipihak suami
 Semenda lepas, berarti suami mengikuti tempatkediaman isteri (matrilokal)
 Semenda bebas, berarti suami tetep padakerabat orangtuanya di minangkabau disebutsebagai urang sumando
 Semenda nunggu, berarti suami isteriberkediaman di pihak kerabat isteri selamamenunggu adik isteri (ipar) sampai dapatmandiri
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Semenda ngangkit, maka suami ngambil isteriuntuk dijadikan penerus keturunan pihak ibusuami dikarenakan ibu tidak mempunyaiketurunan anak wanita.
 Semenda anak dagang, maka suami tidakmenetap ditempat isteri melainkan sewaktu-waktu datang, kemudian pergi lagi sepertiburung yang hinggap sementara, maka disebutjuga semenda burung.
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Pada umumnya dalam bentuk perkawinansemenda kekuasaan pihak isteri lebihberperanan, sedangkan suami tidakubahnya sebagai istilah nginjam jago(meminjam jantan) hanya sebagai pemberibibit saja dan kurang tanggung jawabdalam keluarga/rumah tangga
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PERKAWINAN BEBAS (MANDIRI)
 Bentuk perkawinan bebas atauperkawinan mandiri pada umumnyaberlaku dilingkungan masyarakat adatyang bersifat parental, seperti berlakudikalangan masyarakat jawa, kalimantan,aceh, sulawesi dan dikalanganmasyarakat yang modern, dimana kaumkeluarga atau kerabat tidak banyak lagicampur tangan dalam keluarga/rumahtangga.
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Bentuk perkawinan ini yang dikehendakioleh undang-undang No 1 tahun 1974,dimana kedudukan dan hak suami danisteri berimbang sama, suami adalahkepala keluarga rumah tangga dan isteriadalah ibu keluarga/rumah tangga
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Setelah perkawinan suami dan isteri memisah(jawa;mencar, mentas) dari kekuasaan orang tua dankeluarga masing-masing dan membangunkeluarga/rumah tangga sendiri dan hidup mandiri(neolokal)
 Orangtua kedua pihak hanya memberi bekal (sangu)bagi kelanjutan hidup rumah tangga kedua mempelaidengan harta pemberian atau warisan sebagai hartabawaan kedalam perkawinan mereka
 Orangtua sebelum perkawinan hanya memberi nasihat,petunjuk dalam memilih jodoh (jawa: bibit, bebet, bobot)dan setelah perkawinan hanya mengawasi kehidupanmereka dalam berumahtangga
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Adakalanya masih berlaku sistem kawingantung, dimana perkawinan sudahberlangsung antara suami isteri, tetapi belumbercampur, karena suami isteri masih kecil ataumasih melanjutkan pelajaran /sekolah mereka.
 Namun bentuk dan sistem perkawinan demikianitu dilihat dari segi perundangan, merupakanpelanggaran terhadap hukum perkawinannasional
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PERKAWINAN CAMPURAN
 Perkawinan campuran dalam arti hukum adatadalah perkawinan yang terjadi antara suamidan isteri yang berbeda suku bangsa, adatbudaya dan atau yang berbeda agama yangdianut.
 Undang-undang perkawinan nasional tidakmengatur hal demikian, yang hanya diaturadalah perkawinan antara suami dan isteri yangberbeda kewarganegaraan sebagaimana yangdinyatakan dalam pasal 57 UU no 1 tahun 1974
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Terjadinya perkawinan menimbulkan masalahhukum antara tata hukum adat atau hukumagama, yaitu hukum mana dan hukum apa yangakan diperlakukan dalam pelaksanaanperkawinan itu.
 Pada dasarnya hukum adat atau hukum agamatidak membenarkan terjadinya perkawinancampuran
 Tetapi di dalam perkembangannya hukum adatsetempat memberikan jalan keluar untukmengatasi masalahnya, sehingga perkawinancampuran dapat dilaksanakan
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Menurut hukum adat batak apabila akandiselenggarakan perkawinan campuran antarsuku, adat dan agama yang berbeda makadilaksanakan dengan marsileban, yaitu pria atauwanita yang bukan warga adat batak dalamruang lingkup dalihan na tolu.
 Jika calon suami yang orang luar maka ia harusdiangkat masuk kedalam warga adat hula-hula,dan apabila calon isteri yang dari luar, maka iaharus diangkat ke dalam warga adat namboru.
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PERKAWINAN LARI
 Kawin lari merupakan pelanggaran adat, namunterdapat tata tertib cara menyelesaikannya.
 Perkawinan lari bukanlah bentuk perkawinanmelainkan merupakan sistem pelamaran, olehkarena dari kejadian perkawinan lari itu dapatberlaku bentuk perkawinan jujur, semenda ataubebas/mandiri, tergantung pada keadaan danperundingan kedua pihak
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SISTEM PERKAWINAN LARI
 1. PERKAWINAN LARI BERSAMA2. PERKAWINAN LARI PAKSAAN
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PERKAWINAN LARI BERSAMA
 Adalah perbuatan belarian untuk melaksanakanperkawinan atas persetujuan si gadis (wanita).
 Cara melakukan berlarian tersebut adalahbujang gadis sepakat melakukan kawin lari danpada waktu yang sudah ditentukan melakukankawin lari bersama atau sigadis secara diam-diam diambil kerabat pihak bujang dari tempatkediamannya, atau sigadis datang sendiriketempat kediaman pihak bujang .
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PERKAWINAN LARI PAKSAAN
 Adalah perbuatan melarikan gadis dengan akaltipu, atau dengan paksaan atau kekerasan, tidakatas persetujuan si gadis dan tidak menurut tatatertib berlarian
 Sistem perkawinan lari paksaan ini jika terjadiseringkali diteruskan kerabat yang merasakehormatannya terganggu kepada pihakkepolisian dengan menggunakan pasal 332KUH Pidana sebagai dasar pengaduan
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HARTA PERKAWINAN
 Menurut UU no 1 tahun 1974 pasal 35-36, dikatakanbahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinanmenjadi harta bersama
 Terhadap harta bersama, suami atau isteri dapatbertindak atas persetujuan kedua belah pihak
 Tentang harta bawaan dikatakan bahwa harta bawaandari masing-masing suami dan isteri dan harta bendayang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atauwarisan adalah dibawah penguasaan masing-masing
 Harta bawaan masing-masing, suami dan isterimempunyai hak sepenuhnya untuk melakukanperbuatan hukum terhadap harta bendanya
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Menurut hukum perkawinan nasional didalam ikatan perkawinan terdapat dua macam harta1. Harta yang dikuasai suami isteri bersama-
 sama yang disebut harta pencaharian2. Harta yang dikuasai suami dan isteri masing-
 masing yang disebut harta bawaanHarta bawaan yang dibawa kedalam perkawinan
 atau juga diperoleh setelah kawin sebagaiwarisan atau pemberian/hadiah dari orang tua/kerabat
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Hukum perkawinan nasional mendekatibentuk keluarga/rumah tangga yangmandiri dan bersifat parental
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Menurut hukum adat kedudukan hartaperkawinan dipengaruhi oleh susunanmasyarakat adatnya, bentuk perkawinanyang berlaku dan jenis hartanya
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Pada masyarakat adat yang susunannyapatrilinial dan perkawinan yang terjadidalam bentuk perkawinan denganpembayaran jujur dimana isterikedudukannya tunduk pada hukumkekerabatan suami maka pada umumnyasemua harta perkawinan dikuasai olehsuami sebagai kepala keluarga/rumahtangga dan dibantu oleh isteri sebagai ibukeluarga/rumah tangga.

Page 66
						

Semua harta seperti harta pencaharian(harta bersama), harta bawaan (hadiahdan warisan) dan harta pusaka (hartapeninggalan), penguasaannya (hakmengaturnya) untuk kehidupankeluarga/rumah tangga dipegang olehsuami yang dibantu oleh istri sebagipendampingnya
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Pada masyarakat patrilinial tidak ada pemisahankekuasaan terhadap harta bersama dan hartabawaan dalam kehidupan rumah tangga.
 Dalam masyarakat patrilinial dengan adanyaperkawinan jujur maka setelah perkawinan isterimengikuti tempat kediaman suami dan tidakkembali lagi kepada orang tua dan kerabatnya,isteri akan hidup selamanya di tempatkedudukannya sampai akhir hayatnya.
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Jika terjadi perceraian dan isterimeninggalkan tempat kedudukansuaminya berarti isteri melanggar adat,dan ia tidak berhak menuntut bagianbersama, ataupun terhadap hartabawaannya, ataupun juga membawaanaknya pergi dari tempat kediamansuaminya
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Pada masyarakat matrilinial bentuk perkawinanyang berlaku adalah semenda (tanpa membayaruang jujur) maka terdapat pemisahankekuasaan terhadap harta perkawinan.
 Kekuasaan terhadap pusaka milik bersamadipegang oleh mamak kepala waris, isteri dansuami dalam hal ini mempunyai hak ganggambauntuik(hak mengusahakan dan menikmatihasil panen terhadap bidang tanah; hakmendiami rumah gadang)
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Tetapi terhadap pencaharian (hartasuarang) suami isteri secara bersama-sama menguasainya, sedangkan terhadapharta bawaan masing-masing dikuasaioleh masing-masing.
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Pada masyarakat parental tentang hartaperkawinan, dimana kedudukan suamiisteri sejajar, maka harta bersamadikuasai bersama untuk kepentinganbersamaHarta bawaan dikuasai oleh suami isteri
 masing-masing
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AKIBAT PUTUS PERKAWINAN
 Menurut uu no 1 tahun 1974 dikatakanbahwa perkawinan dapat putusdikarenakan :
 1. Kematian2. Perceraian3. Putusan pengadilan
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Pada masyarakat patrilinial yangmengharamkan terjadinya perceraian,maka putusnya perkawinan karenaperceraian atau kematian tidak mengubahpertanggungjawaban kerabat pihak suamiterhadap anak dan isteri dari anggotakeluarga/rumah tangga seketurunan ayah,kakek dan seterusnya keatas.
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Pada masyarakat matrilinial, putusnyaperkawinan karena kematian atauperceraian tidak mengubah tanggungjawan mamak terhadap kemenakanAdakalanya yang turun tangan dalam
 tanggungjawab tersebut bukan pihak ibu,tetapi pihak ayah dikarenakan pihak ibulemah
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HUKUM ADAT WARIS
 PengertianHukum adat waris adalah aturan-aturan
 hukum adat yang mengatur tentangbagaimana harta peninggalan atau hartawarisan diteruskan atau dibagi daripewaris kepada para waris dari generasike generasi berikutnya
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Menurut TER HAAR
 Hukum waris adat adalah aturan-aturanhukum yang mengatur tentang carabagaimana dari masa ke masa prosespenerusan dan peralihan harta kekayaanyang berwujud dan tidak berwujud darigenerasi ke generasi
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Hukum waris adat mengandung 3 unsur;1. Adanya harta peninggalan atau harta
 warisan2. Adanya pewaris yang meninggalkan
 harta kekayaan3. Adanya ahli waris atau waris yang akan
 meneruskan pengurusannya atau yangakan menerima bagiannya
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SISTEM KEWARISAN
 a. Sistem kolektifb. Sistem mayoratc. Sistem individual
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Sistem kewarisan kolektif ini para ahliwaris tidak boleh memiliki hartapeninggalan secara pribadi, melainkandiperbolehkan untuk memakai,mengusahakan atau mengolahkan danmenikmati hasilnya.Minangkabau; ganggam bautik)
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Sistem kewarisan kolektif terjadi padaharta peninggalan leluhur yang disebutharta pusaka, yang berupa bidang tanah(pertanian) dan atau barang-barangpusaka.
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SISTEM KOLEKTIF
 Kewarisan kolektif adalah para pewarismendapatkan harta peninggalan yangditerima mereka secara kolektif (bersama)dari pewaris yang tidak terbagi-bagisecara perseorangan

Page 82
						

Seperti tanah pusaka tinggi, sawahpusaka, rumah gadang, yang dikuasaioleh mamak kepala waris dan digunakanoleh para kemenakan secara bersama-sama
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SISTEM MAYORAT
 Sistem kewarisan mayorat adalah hartapusaka yang tidak terbagi-bagi dan hanyadikuasai anak tertua, yang berarti hakpakai, hak mengolah dan memungut hasildikuasai sepenuhnya oleh anak tertuadengan hak dan kewajiban mengurus danmemelihara adik-adiknya yang pria danwanita sampai mereka dapat berdirisendiri.

Page 84
						

CONTOH
 Di daerah lampung beradat pepaduanseluruh harta peninggalan dikuasai anaklelaki maka anak lelaki disebut sebagaianak penyimbang sebagai mayorat priaDidaerah samendo sumatera selatan
 seluruh harta peninggalan dikuasai olehanak wanita yang disebut tunggu tubang(penunggu harta) yang didampingi payungjurai, sebagai mayorat wanita
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SISTEM INDIVIDUAL
 Sistem kewarisan individual adalah hartawarisan yang dibagi-bagi dan dapatdimiliki secara perorangan dengan hakmilik, yang berarti setiap waris berhakmemakai, mengolah dan menikmatihasilnya atau jugamentransaksikannya, terutama setelahpewaris wafat
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Sistem kewarisan individual banyakberlaku dikalangan masyarakat parental .
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HARTA
 1. HARTA YANG DAPAT DIBAGI2. HARTA YANG TIDAK DAPAT DIBAGI-
 BAGI
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HARTA YANG DAPAT DIBAGI-BAGI
 Adalah harta peninggalan setelahdikurangi dengan biaya-biaya waktupewaris (almarhum) sakit dan biayapemakaman serta hutang-hutang yangditinggalkan pewaris
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HARTA YANG TIDAK DAPAT DIBAGI-BAGI
 Adalah harta peninggalan yang memilikinilai magis-religius
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Menurut hukum adat untuk menentukansiapa yang menjadi ahli waris digunakan2 garis pokok, yaitu;
 a. Garis pokok keutamaanb. Garis pokok penggantian
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Garis pokok keutamaan
 Adalah garis hukum yang menentukanurutan-urutan keutamaan di antaragolongan-golongan dalam keluargapewaris, dengan pengertian bahwagolongan yang satu lebih diutamakandaripada golongan yang lain.
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Golongan-golongan orang-orang yang mempunyai hubungan darah, sebagai
 berikut;a. Kelompok keutamaan I : keturunan
 pewarisb. Kelompok keutamaan ll : orang tua
 pewarisc. Kelompok keutamaan lll : saudara-
 saudara pewaris, dan keturunannyad. Kelompok keutamaan lV : kakek dan
 nenek pewarise. dan seterusnya
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Garis pokok penggantian
 Adalah garis hukum yang bertujuan untukmenentukan siapa diantara orang-orang didalam kelompok keutamaantertentu, sebagai ahli waris
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Yang menjadi ahli waris dalam garis pokok penggantian adalah:
 1. Orang yang tidak mempunyaipenghubung dengan pewaris
 2. Orang yang tidak lagi penghubungnyadengan pewaris
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Subyek hukum waris
 PewarisAhli waris
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Pewaris adalah seseorang yangmeninggalkan harta warisan
 Ahli waris adalah seseorang ataubeberapa orang yang merupakanpenerima harta warisan
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Proses pewarisan dalam hukum adat
 Pada saat pewaris meninggal duniaSemasa pewaris masih hidup
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Pada saat pewaris meninggal dunia
 Pada masyarakat dengan sistemkewarisan mayorat, maka beralihnya hartawarisan kepada ahli waris terjadi padasaat pewaris meninggal dunia
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Semasa pewaris masih hidup
 1. Pengalihan (lintiran)2. Penunjukan (cungan; jawa, dijenken;
 lampung)3. Wasiat (pesan, wekas, weling; jawa,
 umanat; minang)
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Pengalihan (lintiran)
 Hak milik atas harta telah dialihkan daripewaris kepada ahli waris (sudah dipindahtangankan), dalam hal ini melalui hibah,sehingga ahli waris mempunyaikekuasaan penuh layaknya seorangpemilik

Page 101
						

Penunjukan (cungan; jawa, dijenken; lampung)
 Hak milik atas harta belum dialihkan(masih tetap hak milik pewaris), dan ahliwaris hanya mempunyai hak pakai atastanah itu atau hak atas hasilnya
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Wasiat (pesan, wekas, weling; jawa, umanat; minang)
 Wasiat merupakan suatu perbuatanhukum yang menggantungkan syarat,yaitu setelah meninggalnya pewaris, ahliwaris baru memiliki harta yang diwariskan
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HIBAH
 Latar belakang pemberian hibah dalam hukumadat:
 1. Sebagai modal dasar bagi ahli waris untukbiaya hidup dikemudian hari; contoh: memulaiusaha, membangun rumah
 2. Untuk menghindari perselisihan (perebutanharta warisan oleh para ahli waris atau anak-anak setelah pewaris meninggal) sehinggadapat hidup rukun dan terjamin
 3. Sebagai koreksi terhadap hukum waris adat
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Ketentuan koreksi sistem pewarisan terhadappewarisan dalam hukum adat, karena tidakmemuaskan para ahli waris, juga apabiladihubungkan dengan perkembanganmasyarakat, misalnya;
 Diminang; anak tidak mendapat warisan dariayahnya sehingga ayah memberikan hibahkepada anaknya
 Di batak; perempuan bisa mendapatkan warisandengan hibah yang dinamakan ;paseung sababangunan, indahan arian
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Hibah bisa, termasuk menjadi:
 Harta asal, apabila hibah tersebut olehpenghibah ditujukan kepada orangtertentu, misalnya kepada suami saja,maka menjadi harta asal suamiHarta gono gini, apabila ditujukan kepada
 suami isteri (keduanya), kecuali apabilanilainya besar, seperti mobil sebagaihadiah perkawinan orangtua kepadamempelai wanita
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,
 Tujuan pewarisan secara hibah wasiat, yaitu:1.Untuk mewajibkan para ahli waris untuk
 membagi-bagi harta warisan dengan cara yanglayak menurut anggapan pewaris
 2.Untuk mencegah terjadinya perselisihan3.Dengan hibah wasiat, pewaris menyatakan
 secara mengikat sifat-sifat dari barang-barangharta yang ditinggalkan, seperti barang-barangpusaka, barang-barang yang dipegang denganhak sande (gadai), barang yang disewa dansebagainya
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Pewarisan anak angkat
 Anak angkat hanya menimbulkanhubungan hukum antara anak denganorang tua angkatnya, tidak dengankerabatnya
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Keputusan yang berkaitan dengan pembagian warisan pada anak angkat
 Keputusan PN. Purworejo, 6 oktober1937;
 Hubungan anak angkat juga mewarisdari orangtua kandung. Hubungan anaktidak putus dengan orang tuakandungnya, sehingga anak angkatdikatakan mempunyai 2 sumur (sumurLoro); mewaris dari orang tuakandungnya dan orang tua angkatnya
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Keputusan MA, 18 maret 1959 Anak angkat hanya mendapat warisan dari harta
 gono gini tidak mendapat harta bawaan, karenaharta bawaan kembali ke asalnya ataukerabatnya
 Apabila harta gono gini tidak ada, maka berlakuazas parimirma (belaskasihan, kemanusian), misalnya anak angkatakan berbagi warisan dengan saudara-saudarapewaris
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Putusan MA, 2 januari 1983Hak mewaris anak angkat atas harta gono
 gini menutup hak waris pada saudaraorang tua angkatDalam hal ini orang tua angkat
 mempunyai saudara sebagai ahli waris,tetapi harta gono gini jatuh ke anakangkat, sedangkan saudara orangtuaangkat hanya dapat harta asal
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Pewarisan kepada janda
 Janda bukan ahli waris dari hartapeninggalan suami karena tidak adahubungan darah Isteri hanya berhak atas nafkah yang
 berasal dari harta peninggalan suami(terbatas dari hasil harta tersebut)
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PERKEMBANGAN HUKUM ADAT
 Sebagai negara yang sedang melakukantransformasi hukum menuju pada sistemhukum tertulis (statutory law system),Indonesia telah dan sedangmengupayakan suatu proses unifikasi dariberbagai sistem hukum tidak tertulisnyayang terdapat dan berlaku di beberapabagian masyarakat di Indonesia.
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Pengakuan terhadap asas hukum dan hak-hak atas tanahmenurut hukum adat dalam UU No.5/1960 tentangperaturan dasar pokok-pokok agraria (UUPA)
 Dalam lingkungan hukum adat, tanahmemiliki fungsi yang sangat fundamental,tidak semata-mata sebagai benda matiyang dapat dibentuk sedemikian rupamelainkan juga sebagai tempat untukmempertahankan hidup atau modalesensial yang mengikat masyarakat
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Hukum tanah sekarang telah mengalamiunifikasi melalui UUPA
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UUPA sering disebut sebagai peraturan yangbersandarkan pada hukum adat, seperti dinyatakan dalambagian konsideran-nya (berpendapat);
 Bahwa berhubung dengan apa yangtersebut dalam pertimbangan-pertimbangan diatas perlu adanya hukumagraria nasional, yang berdasar atashukum adat tentang tanah, yangsederhana dan menjamin kepastianhukum bagi seluruh rakyat Indonesia,dengan tidak mengabaikan unsur-unsuryang bersandar pada hukum agama
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Hak menguasai bagi negara
 Pasal 2 UUPA menyebutkan bahwanegara sebagai organisasi kekuasaanseluruh rakyat memiliki hak menguasaiatas tanah-tanah yang berada di wilayahrepublik indonesia
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Pasal 2 UUPA menegaskan bahwakewenangan masyarakat hukum adat atastanah-tanah yang berada di wilayahnyamasing-masing (yang dikenal dengannama hak ulayat, hak pertuanan ataubeschikkingsrecht) semata-matamerupakan mandat atau pelimpahankewenangan dari negara.
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Telah terjadi perubahan bahwa kedudukanhak ulayat bukan lagi merupakanwewenang absolut (mutlak) darimasyarakat karena kewenangannya ituditentukan atau dimandatkan oleh negara.
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Kedudukan hak ulayat labih tegasdinyatakan dalam pasal 3 UUPA yangmenyebutkan, bahwa: ...pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak
 serupa itu dari masyarakat-masyarakathukum adat, sepanjang menurutkenyataannya masih ada, harussedemikian rupa sehingga sesuai dengankepentingan nasional dan negara, yangberdasarkan atas persatuan bangsa sertatidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi
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Pasal 3 UUPA menegaskan bahwaperanan hukum adat dalam bidangpertanahan telah direduksi sedemikianrupa sehingga hak ulayat yang padaawalnya bersifat mutlak diubah menjadibergantung kepada kepentingan nasionaldan negara (pemerintah) serta tidak bolehbertentangan dengan peraturanperundang-undangan yang lebih tinggi
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Pasal 5 UUPA mengandung pengaturan tentangkedudukan hukum adat sebagai dasar darihukum agraria sepanjang tidak bertentangandengan kepentingan nasional dan negara sertaperaturan-peraturan lainnya.
 Pasal 5 menegaskan bahwa hukum adat tidakselamanya sesuai dengan kepentingan-kepentingan nasional dan negara sertaperaturan perundang-undangan
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Koesnoe
 Menganggap, bahwa hukum adat yangada dalam UUPA telah hilang secaramateriil kerena dipengaruhi oleh lembaga-lembaga dan ciri-ciri hukum barat atautelah dimodifikasi oleh sosialismeIndonesia sehingga yang tersisa hanyaformulasinya saja
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UUPA memiliki ambiguitas dalammemperlakukan hukum adatPada satu sisi, UUPA telah mengeliminasi
 banyak peranan hukum adat yangmenyangkut tanah, sedang kan disisi yanglainDiakui pula adanya pemisahan horisontal
 yang juga dikenal dalam hukum adat

Page 124
						

Peranan hukum adat menurut UU no 1tahun 1974 tentang perkawinan (UUperkawinan)Perkawinan dan keluarga menurut hukum
 adat memiliki korelasi yang sangat tajamBukan semata-mata merupakan ikatan
 kontraktual antara seorang laki-lakidengan seorang perempuan, perkawinanadalah implementasi perintah Tuhan yangmelembaga dalam masyarakat untukmembentuk rumah tangga dalam ikatan-ikatan keluarga
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Konsep yang sama dikenal pula dalam UUperkawinanPasal 1 UU Perkawinan menegaskan
 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathinantara seorang pria dengan seorangwanita sebagai suami istri dengan tujuanmembentuk keluarga (rumah tangga) yangbahagia dan kekal berdasarkan KetuhanYang Maha Esa
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Bagaimana kedudukan hukum adatsetelah berlakunya UU Perkawinan?
 Tidak ada penegasan tentang berlakunyahukum adat sebagai keabsahanperkawinan
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M. Yahya Harahap
 Berpendapat bahwa undang-undangPerkawinan telah menggeser hukum adat
 Landasan primer dalam suatu perkawinan telahdiambil alih oleh UU Perkawinan sedangkanhukum adat semata-mata sebagai unsurkomplementer atau sekunder yang tidakmenentukan lagi sahnya suatu perkawinan,perceraian maupun hal-hal lain yangberhubungan dengan pemeliharaan anak
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Pengakuan atas berlakunya hukum adat sebagai bukti ada pluralitas hukum
 1. Tentang syarat sahnya perkawinan Pasal 2 UU Perkawinan menentukan
 mengenai aspek materiil dan formal ataskeabsahan suatu perkawinan
 Tentang keabsahan perkawinan hukumadat menggantungkannya pada sistemkekeluargaan yang dianut olehmasyarakat hukum tempat para calonmempelai
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2. Tentang pengurusan harta bersama
 Pasal 37 walaupun tidak menyatakanberlakunya hukum adat dalam pengurusanharta bersama, dapat ditafsirkan sebagaisuatu pengakuan atas berlakunya hukumadat
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Walaupun hukum adat telah mengalamiperubahan dan reduksi, tetapi masihtetap berlaku dengan beberapa catatan;1. Berdasarkan lembaganya, hukum adat diakui sebagai
 nilai hukum yang hidup dalam masyarakat2. Berdasarkan sifatnya, hukum adat yang berlaku hanya
 hukum-hukum yang bersifat sensitif, berkaitan denganbudaya dan keyakinan masyarakat
 3. Berdasarkan penerapannya atau penggolongannya,hukum adat berlaku dan diterapkan untuk perkara-perkara yang bukan digolongkan pada bidang-bidanghukum publik. Artinya hanya hukum perdata adat yangsampai sekarang masih tumbuh dan berkembnagdalam masyarakat
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Jadi pengaruh hukum adat atas hukumIndonesia yang berlaku akan kian kuat,jika hukum adat, selain hukum naluri,dapat juga dipandang sebagai pernyataan,bentuk pernyataan yuridis orang Indonesiadan jiwa Indonesia dan organsasimasyarakat Indonesia, kehidupan rakyatIndonesia sehari-hari
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Jadi perhubungan antara hukum adat danhukum tertulis dapatlah dikatakan sebagaiberikut; hukum adat, walaupun mungkintidak meresap seluruhnya kedalamsusunan hukum Indonesia baru, setidak-tidaknya akan memberikan bahan-bahanpenting bagi pembentukkannya
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Mamfaat hukum adat bagi pembangunan atau pembangunan hukum khususnya,
 adalah Ada kecenderungan di dalam hukum adat untuk
 merumuskan keteraturan perilaku mengenaiperanan atau fungsi
 Di dalam hukum adat biasanya perilaku-perilakudengan segala akibat-akibatnya dirumuskansecara menyeluruh, terutama untuk perilakupenyimpangan dengan sanksi yang negatif
 Di dalam hukum adat dirumuskan perihal polapenyelesaian sengketa yang mungkinterjadi, yang kadang-kadang bersifatsimbolis, dengan menyelenggarakan ataumengadakan upacara-upacara tertentu
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